KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR   147 TAHUN 2001

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN

  KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. Bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 39 Tahun 2000 Tentang Pembentukan dan Organisasi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan  Kabupaten Bantul dan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang pengendalian dampakpak lingkungan perlu menetapkan penjabaran tugas pokok dan fungsi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Bantul;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Penjabaran tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Bantul;

Mengingat :      1.  Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999  Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999  Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelanggaraan Negara yang bersih bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (lembaran Negara Tahun 1999  Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonomi, (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi perangkat daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor  27 tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Wajib Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Seri D Nomor 14 Tahun 2000);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor  39 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan organisasi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Seri D Nomor 26 Tahun 2000);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN KABUPATEN BANTUL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul;

4. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut BAPEDAL adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Bantul;

5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Bantul;

6. Unit kerja adalah unit kerja di lingkungan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan yang meliputi sekretaris, bidang, sub Bidang, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB II

PENJABARAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 2

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program melaksanakan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan kepegawaian , keuangan , perlengkapan dan kerumahtanggaan , memberikan pelayanan teknisdan administrative Kepala Badan dan Uit Kerja, serta melakukan proses administrasi dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan di bidang Lingkungan Hidup.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 2, secretariat mempunyai tugas :

a. Menyusun program pengendalian dampak lingkungan dan penyusunan informasi lingkungan; 

b. Melaksanakan administrasi dalam rangka penegakan perturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;

c. Melaksanakan ketatausahaan , kepegawaian , perlengkapan, keuangan dan rumah tangga;

d. Melaksanakan pelaporan;

Pasal 4

Sekretariat terdiri dari :

a. Sub Bagian Program;

b. Sub Bagian Hukum;

c. Sub Bagian Umum;

Pasal 5

(1) Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan laporan , koordinasi penyusunaan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dan penyajian system informasi lingkungan;

(2) Sub Bagian Hukum mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melakukan proses administrasi dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;

(3) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusn ketatalaksanaan , kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kehumasan, kerumahtanggaan dan perpustakaan;

Bagian Kedua

Bidang Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 6

Bidang Pengawasan dan Pengendalian  mempunyai  tugas melaksanakan pengawasan , pencegahan, dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan , pengawasan, dan pengendalian perijinan.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 6, Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, pencegahan dan penanggulangan pencemaran air, udara, dan tanah;

b. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan dan kapasitas pengendalian dampak lingkungan;

c. Pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan keruskan lingkungan;

d. Pengawasan dan pengendalian pembuangan limbah;

e. Pengawasan dan pengendalian penerapan pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) serta pengendalian teknis Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);

Pasal 8

Bidang Pengawasan dan Pengendalian terdiri dari :

a. Sub Bidang Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;

b. Sub Bidang Penerapan RKL, RPL, dan perijinan;

c. Sub Bidang Pengembangan Kapasitas;

Pasal  9

(1) Sub Bidang Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan , mempunyai tugas :
a. Menyiapkan kegiatan pengawasan , pencegahan ,penanggulanagn pencemaran dan kerusakan lingkungan;

b. Melaksanakan monitoring kegiatan di bidang pencemaran dan kerusakan lingkungan;

c. Melaksanakan inventarisasi perusakan yang berhubungan dengan bidang pencemaran dan kerusakan lingkungan;

(2) Sub Bidang Penerapan RKL, RPL, dan perijinan mempunyai tugas :
a. Menyiapkan kegiatan pengawasan dan pengendalian penerapan RKL dan RPL serta pengendalian teknis AMDAL;

b. Melakuakan pengawasan dan pengendalian Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);

c. Melakuakan pengawasan dan pengendalian terhadap Surat Pernyatan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) dan Dokumen Pengelolaan Lingkungan;

d. Memproses pemberian perijinan pengelolaan hukum;

e. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pemberian perijinan;

f. Menyusun laporan kegiatan; 

(3) Sub Bidang Pengembangan Kapasitas mempunyai tugas melaksanakan pengembanagan kapasitas kelembagaan pengendalian dampak lingkungan;

Bagian Ketiga

Bidang Pemantauan dan Pemulihan

Pasal 10

Bidang Pemantauan dan pemulihan mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan serta melaksanakan analisis dan evaluasi penyuluhan dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat dalam pencegahan, pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 10 seksi Bidang Pemantauan dan pemulihan mempunyai tugas :

a. Melaksanakan pemantauan kualitas lingkungan;

b. Pelaksanaan pemulihan kualitas lingkungan;

c. Pelaksanan analis adan evaluasi pengendlian dampak lingkungan, pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan;

d. Penyuluhan dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat;

Pasal 12

Bidang Pemantauan dan pemulihan terdiri dari :

a. Sub Bidang Analisa dan Evaluasi;

b. Sub Bidang Penyuluhan;

c. Sub Bidang Pemantauan dan Pemulihan Lingkungan Hidup;

Pasal 13

(1) Sub Bidang Analisa dan Evaluasi mempunyai tugas :

a. Melaksanakan analis adan evaluasi pengendlian dampak lingkungan

b. Melaksanakan pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan;

c. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan;

(2) Sub Bidang Penyuluhan mempunyai tugas :

a. Menyiapkan bahan penyuluhan tentang pemulihan kualitas lingkungan;

b. Menyusun jadwal rencana penyuluhan;

c. Melaksanakan penyuluhan;

d. Memberikan layanan informasi dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat;

e. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan penyuluhan;

(3) Sub Bidang Pemantauan dan Pemulihan Lingkungan Hidup mempunyai tugas :

a. Menyiapkan bahan dalam rangka menyusun petunjuk teknis pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan;

b. menyusun petunjuk teknis pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan;

c. menyusun jadwal pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan;

d. melaksanakan pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan;

e. Menyusun laporan hasil pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan;

Bagian Keempat

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 14

(1) Kelompok jabatan funsional mempunyai tugas membantu kepala kantor dalam bidang tertentu sesuai bidang keahliannya;
(2) Kelompok jabatan funsional terdiri dari sejumlah petugas dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya;
(3) Jumlah petugas jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
(4) Pembinaan terhabap petugas jabatan fungsional dilakukan sesuai dengan perturan perundang-undangan yang berlaku;
BAB III

URAIAN TUGAS

Pasal 15

Uraian tugas masing-masing Unit kerja diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Semua ketentuan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Keputusan ini diadakan penyesuaian.

Pasal 17

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.










       Ditetapkan di Bantul










       Pada tanggal 8 Mei 2001











BUPATI BANTUL,










          M. IDHAM SAMAWI

Diundangkan di Bantul

Pada tanggal 21 Mei 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,






A S H A D I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

SERI D NOMOR 27 TAHUN 2001

